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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Peralihan hak milik atas tanah absentee (karena jual beli) di 

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 

dilakukan sebagian besar responden yaitu 15 responden (75%) telah 

melakukan dihadapan PPAT. Adapun akta jual beli yang dilakukan di 

hadapan PPAT tersebut mempunyai fungsi sebagai bukti telah terjadi 

perbuatan hukum dan sebagai salah satu syarat untuk proses 

pendaftaran peralihan hak nya ke Kantor Pertanahan setempat 

sedangkan  5 responden (25%) responden peralihan hak milik atas 

tanah absentee baru dilakukan dihadapan Notaris. 

2. Peralihan hak milik atas tanah absentee (karena jual beli) di 

Kecamatan Gambut sudah mewujudkan kepastian hukum karena 

sebagian besar telah melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas 

tanah di Kantor Pertanahan setempat sehingga di peroleh sertipikat hak 

milik atas tanah tentang pendaftaran tanah. Meskipun masih ada (25%) 

belum melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

absentee. 

 



 

 

64 
 

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar) 

 

Perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan penyuluhan hukum 

khususnya tentang larangan pemilikan tanah absentee ,pendaftaran 

tanah dan arti penting sertipikat. 

 

2. Bagi Pemilik Tanah Absentee 

Apabila melaksanakan  peralihan hak milik khususnya karena 

jual beli wajib melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik ke 

Kantor Pertanahan Setempat.  
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